BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Dari penjabaran dan analisis yang telah dijabarkan, penulis memperoleh

kesimpulan bahwa:

1) Kewenangan pemberian izin penyelenggaraan FinTech dalam Sistem
Pembayaran dimiliki oleh Bank Indonesia dengan pertimbangan bahwa
FinTech dalam Sisem Pembayaran memiliki kaitan yang erat serta dampak
yang cukup signifikan terhadap kelancaran Sistem Pembayaran yang
merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam
rangka menjaga stabilitas perekonomian negara dan stabilitas nilai rupiah.
Selain itu, pemberian izin juga dilakukan dalam rangka memberikan
perlindungan baik kepada masyarakat maupun pemegang izin serta menjadi
alat pengawasan pemerintah terhadap tindakan yang dilakukan oleh
pemohon izin. Pelaksanaan dan penggunaan FinTech dalam Sistem
Pembayaran, seperti E-Money, Payment Gateaway, dan E-Wallet
mempengaruhi peredaran uang di masyarakat karena mekanisme yang
terdapat di dalamnya mengharuskan masyarakat mentransformasikan bentuk
secara fisik dari awalnya berbentuk uang giral hingga menjadi bentuk data
elektronik yang terdapat di dalam suatu media seperti chip. Kaitannya dalam
hal tersebut, peredaran uang yang terdapat di masyarakat merupakan salah
satu wewenang yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu,
penggunaan FinTech dalam Sistem Pembayaran sangat berkaitan erat
dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mencapai tujuan
perekonomian negara.

2) Kaitannya dengan hubungan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa
Keuangan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam
menjalankan wewenangnya terhadap FinTech dalam Sistem Pembayaran
sangat penting untuk menunjang penyelenggaraan FinTech dalam Sistem

Pembayaran. Namun, hubungan antara ketiga lembaga tersebut pada saat ini

91



berjalan masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya peraturan
dari masing-masing lembaga terkait FinTech dalam Sistem pembayaran.
Padahal, jika melihat pada kewenangan dan tugas dari masing-masing
lembaga serta unsur-unsur penyelenggaran FinTech itu sendiri maka terlihat
adanya keterkaitan diantara ketiga lembaga tersebut. Hubungan antara Bank
Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan menyangkut tugas
Otoritas Jasa Keuangan yakni mengawasi pelaksanaan aktivitas di sektor
jasa keuangan. Dalam hal ini, sebagian besar penyelenggara FinTech dalam
Sistem Pembayaran juga merupakan penyelenggara atau penyedia jasa di
sektor keuangan sehingga para penyelenggara tersebut juga berada dibawah
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan hubungan antara Bank
Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terletak pada
kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap Sistem
Elektronik dan kewenangan Bank Indonesia dalam menjaga kelancaran
Sistem Pembayaran. Dalam hal ini, FinTech dalam Sistem Pembayaran
memiliki sebuah Sistem Elektronik di dalamnya dan digunakan untuk
mempermudah aktivitas transaksi pembayaran. Dengan kata lain,
Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memiliki kewenangan
terhadap FinTech dalam Sistem Pembayaran karena terdapat Sistem

Elektronik di dalamnya.

Jadi, dalam kewenangan pemberian izin penyelenggaraan FinTech dalam

Sistem Pembayaran terletak pada Bank Indonesia. Sedangkan hubungan yang

dimiliki Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta Kementerian Komunikasi

dan Informatika terletak pada unsur-unsur yang terdapat dalam penyelenggaraan

FinTech dalam Sistem Pembayaran berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas yang

dimiliki oleh masing-masing dari ketiga lembaga tersebut.

5.2 Saran

Untuk keberhasilan terhadap pemberian izin terhadap penyelenggaraan

FinTech dalam Sistem Pembayaran, maka saran dari penulis diantaranya:
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1) Prosedur pemberian izin penyelenggara FinTech dalam Sistem Pembayaran
diubah menjadi satu atap, yakni pada Bank Indonesia. Otoritas Jasa
Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak perlu
menyediakan fasilitas perizinan untuk FinTech dalam Sistem Pembayaran.

2) Dalam pemberian izin penyelenggara FinTech dalam Sistem Pembayaran
yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, diperlukan adanya koordinasi
antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian
Komunikasi dan Informatika terkait kewenangan kedua lembaga tersebut.
Koordinasi tersebut salah satunya dapat berupa pemberian rekomendasi.
Sehingga penyelenggara baru akan mendapatkan izin setelah Otoritas Jasa
Keuangan memberikan rekomendasi tentang kegiatannya dan Kementerian
Komunikasi dan Informatika memberikan rekomendasi tentang Sistem
Elektronik.
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